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PERATURAN WALTEKOTA PADANG
NOMOR (.£ TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOEK DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan
Dacrah Kkota Padang Nomor 16 Tahur 2008 tentang
Pembentukan Orpanisasi dan Tata Kerja Dinas Daerzh
sebagaimans telah divbah dengan Peraturan DBaerah Kota
Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan
Wahkota tentang Pemjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kelautan dan Perikanan.

Mengingat » 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentulkan
Dacrah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tenpab [Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian [Lembaran Negara Tahun 1974 Nemor 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) scbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
{Lembaran Negura Tshun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890):

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembuaran Negara Nomor 4437}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Talmn 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomaor 59, Tambahan Lembaran Megars Nomer
4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentikan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Neomoar 5234,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tmgkat 11
Padang {L.embaran Negara Tahun 1980 Nomeor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164},

6. Peraturan Pererintah Nomor 9 Tahun 2003 teniang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pepawai Negen Sipil [Lembaran Megara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 63 Tahuty,
2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);



7. Peraturan TPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 rmcntang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ientang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerntahsn Daerah
Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomeoer 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Peranghat Daerah [Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741});

10. Peraturan Mecntenn Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

lenlang Petumjuk Teknis Penataan Organisasi Peranghkat
Dacrah schapgaimana telah diubah dengan Peraturan Menten

Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

11.Keputusan Bersarmna Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara duan Menteri Dalam Negen Nomor
01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tenfang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun
2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan

Peraturan Pemerintah Nomor © Tahun 2003 Tentang
Wewenang Penpangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Dacrah Kota Padang Nomaor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran
Daereh Tahun 2008 Nomor 04}

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tatn Kera inas
Daerah {Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Dasruh Nomor 14), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Dagrah Kota Padang Nomor
14 Tehun 2012 {Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012
Nomor 14, Tambahan Lembaran Dacrah Nomor o4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
PORKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERTEKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang:
2. Walikota adaiah Walikota Padang;

3. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Padang,

4, Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Penkanan Kota Padang;
5. Sekretariat adalah Sekreluriat pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Penkanan;
T

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan
Perikanan;



. Kepala Seks adalah Kepsla Seksi pada Dinas Kelautan dan Penkanan;

BAEB 11
SUSUNAN ORGANISASI
Pasgl 2

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdini dan @

a.
b.

(1)

(2)

Kepala Dinas:
Sekretariat, terdirn dari :
1. Subk Bagien Umum;

2. Sub Bagan Keuanpan;

3. Sub Bagiun Program;
Bidanyg Perikanan Tangkap, terdiri dari :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;

2. Seksi Bina Teknolopgl dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap.
Bidang Penkanan Budi DRaya, terdin dan :

1. Scksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya,

z. Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya.
Didang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdir dari :
. Seksi Pengelahan Hasil Perikanan:

2. Beksi Pemasaran Hasil FPertkanan;

Bidang Pesisir dan Pengewasan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dam:

1. Seksi Pengelolaan Pesisit Laut dan Puiau-Pulau Keoil,

2. Seksi Pengawasan Sumber Duaya Kelautan dan Perikanan.

BARB ITI
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Eesatu
HKepala Dinas
Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan
nruszan kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan berdasarkan ketcntuan
peraturan perundang-undangan demi lerwujudnya kelautan dan perikanan
berkualitas, berakhliak mulia, dan berdaya saing tinggi.

Untuk menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (2}, Kepala
Dinas mempunyai fungsi

a.

menyusun Kebijaken teknis bidang Kelsuisan dan perikanan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kelautan dan
perikanan yang berkualitas melalui sistemn yang kondusif;

merumuskan sasaran kebijakan telmis bidang Kelautan dan penkanan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian
kelantan dan perikanen yang berkualhtas, berhasil dan berdaya guna;
merumusican program kerja Dinas kelautan dan perikanan berdasarkan
ketentloun peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan
kelautan dan perikanan dapat terukur secura lepal dan optimal;
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kelautan dan penkuanan
dengan pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan ager terwujudnya sinkronimisi kebijakan dengan baik;
mengendalikan penyelenggaraan urusan  kelautan dan  penkanan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan scbagai bentuly
upaya menjaga mui dan efisienal keluutan dan penkanan,



(1)

(2}

(3)

(1)

(2)

{3}

f. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan
berdasarkan kelentuan peraluran perundang-undangan agar pencapdian
hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisicn dan efcktif;

g. mengarahkan penyelenggaraan umrasan  kelautan dan  perikanan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demn tercapainya
pelaksanaan tugas vang tepat sasaran;

h. menyelenpgarakan urusan kelantan dan penkanan dan tugas permmbaniuan
meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwurudnya
pemhbangunan sumher dayva manusia yang berlnialiras;

i, mengevaluas: penyelenggaraan urusan  kelautan dan  perikanan
berdasurkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahu
keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. melaporkan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan  secars
periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
bentuk akuniabilitas kinera;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
herada di bawah dan bertanpgung jawab kepada Kepala Dinas,

Sekretanat mempunys lugas membantu Kepala Dinas dalam merumuaskan
perencanaan pembangunan kelautan dan  perikanan, penata-usahaan
keuangan, pembinaan organisasi dan kepegawaian, pengelolaan peralatan dan
perlanpgleapan kantor, kehumasan serta menitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (2],

Sekretariat mempunya fungsi :

a. merumuskan perencanaan, anggaran, program dan kegatan dinas;

h. mengkoordinasikan program-prograin strategis antar satuan kerja tingkat
dacrah dan pusat;

c. merumuskan kehijakan pembinaan organisasi, kepegewalan dan urusan
rumah tungpa dinas,

d. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan perlengkapan, peralatan,
kepustakaan, kearsipan, dokumentasi dinas dan pengelolaan kehumasan;

¢. melakukan penatausahasn kevangan dinas,

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan adminisiras keuanpgan,
anggaran, program dan kepiatan dinas,

g. membuat laporan pelaksanaan tugas dinas;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan colch atasan sesua
denpan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umnm
Pagal 5

Sub Bagian Umum dipimpin olch seorang Kensala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dJdi bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretans.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanalcan
pengelolaan administrasi kantor, kepegawaian, perencanaan dan perawatan
peralatan scrta perlengkapan kantor.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
adatah :



0

T

&P

mclakukan pengelolaan administrasi kantor dan kearsipan;

melakukan pengeleolaan adminisitrasi kepegawaian;

melaksanakan urusan pengadaan, pencatatan, pENyLNpanan,
pendisinbusian peralatan dan perlengkapan kantor;

melaksanakan urusan pemclinharaan dan perawatan alat-alat kantor;
melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum,
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Kenangan
Pasal 6

(I) Sub Bagian Kenangan dipimnpin oleh secorang Kepala Sub Bagian vang dalam
melaksanakan tupasnya berada di bawah dan bertanppung jawab kepada
Sekretaris.

{2) Sub Bapian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan

pengadministrasian dan pelaporan pertangungjawaban pelaksanaan keunangan
dinas;

[3) Penjubaran lugas Sub Bapian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
adalah :

L.

menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan,

gurat perintah pembavaran ganti uang, surat penntah pembayaran

tambahan uang, surat pctintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan

PNS serta penghasilan lainnya;

melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;

mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan
dinas;

menvimpan dan memelihara dokumen kenangan Dinas;
menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

melaksanakan tugas kedinasen lain yang diberikan cleh atasant sesua
dengan tugas dan fungsinva.

Paragraf 3
Sub Baglan Program
Pasgal 7

(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dslam
melaksanakan tugasnya herada Jdi bawah dan bertanggung jawab kepada
Sckretarts,

(2) Suk Bagian Program mecmpunyai tugas membantu Sekretans Melaksanakan
penyusunan program, perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan

dinas.
(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
adalah :
a. menylapkan data, statistik, bahan perencanaan, menitoring dan evaluasi
pelsksanaan kegiatan-kegiatan program Dinas;
b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan Dinas,
c. menyusun laporan tahunan dan laporan pertanggunglawaban dinas;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

denpgan tugas dan fungsinya.



Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap
Pasal 8

(1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin coleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksenakan tugasnya berada dihewah dan beriangpungjewab kepada Kepala
Dinas.

(2) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan tekms dan operasional standarisasi
teknis bidang perikanan tangkap.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [2), Bidung
Perikanan Tangkap mempunyal fungsi :
a. merumuskan  kebipakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan den

standarisasi pelaksanaan pengembatgan sarana dan prasarana perikanan
tangkap;

. melaksanakan  peningkatan produksi, dan pemasaran  hasd perikanan

tangkap;

. melaksanakan sistem dan prosedur perizinan usaha perikanan tangkap;
. mendorong dan memfasilitassi pcngembangan industri perikanan tangkap;
. merumuskan kebijakan telmis dan operasional, pengembangan ekonomi,

mvestasi dan modal ugaha;

menyusun program serta evaiuasi hasil monitoring dibidang perikanan
tangkap,

melakukan pengembangan unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan
Perilkzanan;

.memhbuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan

Tangkap; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Pasal 9

{1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dipimpin aoleh seorang Kepala
Seksl yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

(2) Scksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyal tugas membantu
Kepala Bidang melakukan pengembangan sarana, prasarana dan  laia
operasional prasarana perikanan tangkap.

13)

Penjuburan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana
dimalksud pada ayat {2) adalah :
a. menylapkan bahan kebijjakan telmis, pembinaan, standar, dan pedamaun

b.

pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap,

melaskukan tata operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
perikanan tangkap;

menyusun program dan mengevaluasi pelaksanasn moniloring sarana dan
prasarana perikanan tangkap;

. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan statishk
periakanan tanghkap,

membuat evalussi dan  laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan
Prasarana Perikanan Tanghkap;

. melaksanakan tugas kedinasan lein yang dibetikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



Pamgraf 2
Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap
Pasal 10

(1) Seksi Bina Teknolog dan Pelayanan Usaha Perlkkanan Tangkap dipimpin oleh
seorang kepala Seksi yang dalam melaksanakan tupgasnya berada di bawah dan
hertanggpung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

(2) Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap mempunyvai
Lugas melaksanakan penpembangan teknologl penangkapan, mutu, pengnlaban
hasil optimalisasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap.

(3} Penjabaran tugas Secksi Bina Tekrologi dan Pelayanan Usasha Perikanan
Tangkap scbagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ;

.

b.

.

menyiapkan bahan kebijnkan tekms, pembinaan, mbingan penerapan
teknolopi, standarisasi dan pedoman penpembangan teknologi penangleapan:
pedoman tata operasional teknologi perikanan tangkap;

membuat  standar pelayanan usaha penkanan tangkap, pedoman
pengembangan usaha penkanan tangkap, pedoman serta standar perizinan
usaha perikanan tangkap;

. menyusun program dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring pelayanan

usaha perikananan tangkap;

menpumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyvajikan data pelayanan
usaha penangkapan,

membuat evaluast dan laporan pelaksanasn tugas;

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan scsuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Heempat
Bidang Perikanan Budidaya
Pasal 11

{1} Bidang Perikanan Budidava dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertangsunpgjawab kepada Kepala
Dinas.

(2} Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan operasional standarisasi
teknis bidang budidaya.

{3} Untuk menyelcnggarakan tugas sehagamana dimaksud pada ayal {2), bidang
perikanan budidaya mempunyai fungsi -

Aa.

1.

mcerumuskan kebijaskan tekmis, pembinaan, pemberian bimbingan dan
standarisasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana budidaya
penkanan;

melakukan pembinaan, pemberian himbingan, standarisasi dan pelaksanaan
pengembangan pembenihan, dan peiaksanaan kegiatan peningkatan
kesehatan ikan dan laalitas ngkugan budidaya;

melakukan peningkatan produksi, produldifitas dan pemasaran  hasil
pembudidayaan;

. melakokan pengembangan kelembagaan, ekonomi, investasi dan modal

usaha budidayua perikanan;

membual evaluasi dan  laporan pelaksanaan tugas bidang perikanan
budidaya;

melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan lungsinya.



(1]

{2)

(3)

(1)

()

(3)

Paragraf 1
Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Pasal 12

=eksi Sarana dan Frasarana Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala
Seksl vang dalam melaksanakan tugasnva berada di bawah dan bertangpung
jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidava mempunyvai tugas membantu
Kepala Bidang melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana perikanan
hudidaya.

Penjabaran  tugas Seksi Sarana  dan  Prasarana Pernkanan Budidaeva

sebagaimana dimaksud pada ayat {2} adalah :

a. menyipkan bahan kebnjakan, pembmaan, bimbmgan  don pelaksanagan
standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan prasarana budidaya;

b. melakukan pelaksanaan identfilkasi sarana dan prasarana budidaya;

c. melakukan koordinasi pelaksanaan percncanaan pengembangan sarana dan
prasarana budidaya;

d. melakukan pelaksanopan pembangunan sarana dan prasarana hodidaya;

e. melakukan penerapan telmologi standar dan pedoman tata operasional
sarana dan prasarana budidaya;

f. menyiapkan program serta evaluasi dan monitoring pengembangan sarana
dan prasarana budidaya;

g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyapkan data siatistik
sarana dan prasarana budidaya;

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekst Sarana dan
Prasarana Perikanan Hudidava;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsmmy:,

Paragraf 2
Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya
Pasal 13

Seksi Bina Teknolopi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya dipimpin oleh
scorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di baweh dan
bertangegung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya mernpunyai
tugas membantu  Kepals  Bidang melallukan  keplatan pembenihan,
pembudidayaan, pengendalian dan pemberantasan hama dan penyskit ilan,
kualitas lingikungan budidaya, penggunaan pakan dan obat serta pemasaran
hasil budidaya.

Penjabaran Tugas Seksi Bina Teknologi dan Pelayanan Usaha Penkanan

Budidaya sebagaimana dimalesud pada ayat (2) adalah :

a. menyiapkan bahan perumusan kebjakan tekmus, pembinaan  dan
pengelolaan sumber daya perairan,;

b. menyiapkan program pembenihan dan usaha pembudidayaan ikan air tawar,
payalul dan laut;

¢. melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian dan pemberantasan hama
dan penyaiat ikan,

d. membuat standarisasi kualitas dan perlindungan lingkungan budniaya, seria
evaluasi dan monitoring mutu, pakan dan sertiilkasi obat;

e. membuat petunjuk pelaksanaan pelavanan investasi, permodalan,
pemasaran hasil dan pceningkatan usaha penkanan;

{. melaksanakan pemanfaatan pada perairan umum;

g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data statisuk
produksi pembenihan dan budidaya ikan, penggunaan pakan, kualitas
linpkungan budidaya dan penggunaan obat-obatan kegiatan budidaya;

h., membuat eveluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Teknologi dah.
Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya;



i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tupas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penpolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pasal 14

(1} Bidang Penpolahan dan Pemasaran Hasil Pernkanan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
hertangpung fawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyal tugas
merumuskan kehijakan pembanpunan pemasaran dan pengolahan hasal
perikanan, pengembangan dan investasi kelautan dan perikanan.

(3} Untuk menvelenggarakan tfugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, bidang

Penpoliahian dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyal fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan
standarisasi pelaksanaan pengembangan teknologi pengoiahan hasil
perikanan, sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, pemasaran
hasil perkanan, pembinaan pengembangan ekonomi kawasan, Investasi
dan permodalan usaha pemasaran dan mdusimalisas) pengolahan hasil
perikanan, pengembangan produk non konsumsi, pelaksanaan standarisasi
sistem pemasaran,

h. menyusun program serta evaluasi hasil monitoring dibidang pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan;

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh alasan sesuar
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pengolahan Hasil Perikanan

Pasal 15

(1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengolahan dan Pernasaran Hasil Perikanan.

{2] Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
melaksanakan peaylapan kebijakan, regulasi dan pengembangan pengolahan
hasil perikanan,

(3) Perjabaran tugas Seksi Pengolahan Hasil Perikanan scbagaimana di maksud

pada ayat (2) adalah :

a. menylapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, bhimbingan penerapan
teknologl, standarisasi pengembangan teknologi pengelahan hasil penikanan,

b. melakukan pengolahan, pengembangan produk bernilai tambah, diversifikas:
jenis olahan produk perikanan;

c. menyviapkan perencanaan  pengembangan ekonomi  kawasan dan
industrialisasi produk pengolahan hasil pcrikanan;

d. melakukan pengembangan peralatan pengolahan hasil perikanan;

e. melakukan pembinaan kelembagaan pengolah hasil perikanan;

{ mengmpulkan datna, stabistik dan pelaporan kegiatan pengolahan hasl
perikanan;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesual tugas dan
fungsinya.



Paragraf 2
Sek=z]l Pemasaran Hasil Perikanan
Pasat 16

(1} Seksi Pemasaran Hasid Penkanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Penkanan

(2} Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunval tugas membantu Kepala Bidang
mclaksanakan penyiapan kehijakan, regulasi dan pengembsanpgan pemasaran
hasil perikanan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayal (2}, adalah :

a'

b.
C.

bt B4

melalcsanakan bimbingan teknis Sertifikasi Keschatan produk perikanan
dalam pemasaran produk hasil perikanan;

melakukan penertiban lalu lintas pemasaran produk hasil pertkanan;
memberikan pelayanan informasi harga dan peluang pasar hasil perikanan
dan fasilitaosi kemitraan, promosi, dan kerjasama dalam lnvestasi dan
permodalan pelaku usaha perikanan,

melakulcan pengembangan produk non konsumsi;

mengembangkan sarana dan prasarsna pasar itkan higienis;

mengumpulkan data, statistik, dan pelaporan kegiatan pemasaran hasil
penkanan,

melaksanakan tupas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pesisir dan Pepgawasan Pulan-Pulsu Kecil
Pasaf 17

{1) Bidang Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Palau Kecil dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanpgung jawab kepada Kepala Dimas.

[2) Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulan Kecill mempunyal tugas membantu
Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan regulasi pembangunan terpadu
di kawasan pesisir lautan dan pulau-pulau kecil dan pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan.

(3} Untuk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Bidang
Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau Keoil mempunyal tugas .

a.

h.

T

merumuskan kehijakan tekmis, peminnaan, dan pemberian bimbingan
teknis pengelolaan wilayvah pesisir , laut dan pulau-pulau kecil terpadu;
melaliken pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pemberdayaan
masyarakat pesisir;

melakukan pengendalian zonasi {tata ruang laut), kawasan pesisir dan
pulau-nulau kecil;

melalukkan  bimbingan teknis konservasi sumberdaya kelautan dan
pertkanan;

melaluikan koordinasi mitigasi, peiestafan dan rehabibtasi lingkungan
sumberdaya kelautan dan perikanan;

melalukan koordinasi  pemanfaatan benda berharga muatan kapal
tenpgelam, riset sumberdaya keclautan dan kerjasama antar daerah
herbalassan wilayah laut;

melakukan bimbingan penanganan pelanggaran penangkapan ikan (dlegai
fishing);

melakukan pembinaan pelayanan jasa kelautan;

melalkukan pengawasan operasional kesyahhandaran perikanan,
melaporkan pelaksanaan tugas bidang pesisir, lautan dan pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.



Parapgraf 1
Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Keeil
Pasal 18

(1) Seksi Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh seorang
Kepala Sekst yang dalam melaksonalan tugasnva berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pesisir dan Pengawasan Pulau-Pulau
Kecil.

(2} Seks: Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau-Pulaun Kecd mempunyai tugas
Mclaksanakan penyiapan kehijalkkan, repudasi dan pengembangan Fenpelolaan
Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil.

(3) Penjabaran tugas Secksi Penpgelolaan [Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Keeil

sebagaunana dimaksud pada ayat {2) adalah .

a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan tcknis dan pembinaan
pengelolaan wilayab pesisir, laut dan pulau-pulau kecil terpadu;

b. melakukan  pemberdaysan masyarakat dan  kelembagaan ekonomi
magyarakat pesisir;

c. melakukan pengendalian zonasi {tata ruang laut) kawasan pesisir dan pulau-
puian kecil;

d. melakiukan bimbingan teknis konservasi sumberdaya kelautan dan
penkanan;

c. melakukan mitigasi, pelestarian din  rehabilitast ingkungan sumberdaya
kelautan dan penkanan;

f. menegumpulkan data, statistik dan pelaporan kegiatan pengelolaan pesisir,
lai. dan pulau-pulau keci,

g. melaksanaken tugas Kedinasun lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengawasan Samberdaya Kelautan dan Perikanan
Pasal 19

(1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yong dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pesisir dan Pengawason Pulau-Pulau
Kecil.

(2) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyal tugas
Melaksanakan penylapan kebijakan, regulasi dan pengembangan pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan,

(3} Penjabaran Tugas Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelazulim dan Perilkanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} adalah :
a. menyitapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis sumberdava kelautan
dan perikanan;
b. melalukan penpawasan  pemanfaatan benda berharga muatan kapal
tenggelam, riset sumberdaya kelautan dan kerjasama antar daerahb

berbatasan wilayah laut;
c. melakukan penanganan pelanggaran penangkapan ikan [iflegal fishing),
pelayanun jasa kelautan, melakukan pengawasan opcrasional

keavahbandaran Perkanan;

d. mengumpulkan data, statistik dan  pelaporan kegatan pengawasan
sumberdaya kelautan dan pertkanan;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh alasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang
Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan
dan Perikanan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seltiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2€ Pegembec 2017

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Utgmber 2071

NIP. }9541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR (&



